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Abstract 

 

 

 

 

 Notaries are public officials and professions who have the authority to make 

authentic deeds for people who need their services. These services are interpreted 

in a broad context, which includes not only making authentic deeds, legalizing 

personal letters, or providing legal advice related to notarial matters, but apart 

from that, notaries are also obliged to apply professional ethics in providing 

services to clients. The problem discussed in this journal is the implementation 

of professional ethics by notaries and legal sanctions given to notaries who do 

not implement professional ethics in providing services to clients. The research 

method used for this journal research is normative legal research with research 

using primary and secondary legal materials. The results of this research indicate 

that notaries must pay attention to professional ethics in providing services to 

clients. Notary professional ethics are regulated in the Notary Code of Ethics and 

UUJN. This aims to ensure that the notary can maintain his honor and dignity in 

front of clients. 
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1. PENDAHULUAN 

Notaris masuk dalam pejabat umum dimana, notaris memeliki kewajiban serta kewenangan untuk 

membantu kepentingan masyarkat dibidang hukum keperdataan.(Sesung:2017). Notaris juga diminta 

untuk berperan menciptakan pencegahan timbulnya permasalahan hukum baik pidana mauapun 

perdata, hal ini dikarenakan akta autentik yang notaris buat merupakan alat bukti tertulis yang 

memiliki kekuatan hukum otentik.(Yusticia:2020). 

Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang, maka seyogyana dalam 

menjalankan jabatannya juga harus berdasarkan peraturan perundang-undanga. Disamping undang-

undang Jabatan Notaris, Notaris juga terikat dengan aturan yang disebut juga dengan “kode etik 

Notaris” sebagai mekanisme control bagi profesi Notaris. Notaris harus memperhatikan perilaku 

profesi notaris itu sendiri, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut: 
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1. Notaris harus memiliki akhlak yang baik dan integritas yang tinggi dalam menjalankan profesinya 

kepada masyarakat. 

2. Notaris herus bertidak jujur kepada klien yang datang dihadapannya dan juga kepada dirinya 

sendiri agar membentuk kejujuran intelektual. 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya 

disebut UUJN), diharapkan dapat mematuhi ketentuan agar notaris bekerja untuk kepentingan 

masyarakat, tidak hanya kepentingan pribadi.(Islam:2021). Dalam memberikan pelayanan ke 

masyarakat, notaris dituntut untuk mengatur hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak 

lainnya, yang nantinya akan dibentuk menjadi sebuah akta berupa dokumen yang biasa menjadi alat 

bukti. Pada hakikatnya, akta autentik merupakan kebenaran formal yang diinginkan dan dikehendaki 

oleh para pihak. Keberadaan saat ini sangatlah penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, seorang natiru 

harus dapat memberikan kepasitan hukum atas akta autentik yang dibuatnya.  

Dalam bertugas, notaris harus mempunyai wawasan yang luas, ketajaman dalam berfikir, dan 

analisa yang kuat agar dapat memberikan solusi serta informasi yang tepat untuk menyelesaikan 

permasalahan pihak yang menghadap. Selain itu, notaris juga harus berani menolak dengan tegas 

permintaan pihak yang menghadap dalam pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum dan 

mengandung unsur yang tidak beretika dan tidak bermoral. Jika notaris tetap membuatkan akta yang 

bertentangan dengan hukum, maka notaris tersebut bisa dikenakan sanksi oleh Organisasi Ikatan 

Notaris Indonesia (yang selanjutnya disebut INI) dikarenakan telah melanggar kode etik notaris. 

Tidak hanya UUJN namun Organisasi Notaris yang sering disebut dengan INI (Ikatan Notaris 

Indonesia), juga mengatur kode etik notaris yang dijadikan pedoman dalam bertugas menjadi notaris. 

Kode etik ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain (selama menjbat sebagai 

notaris. Kode etik ini bertujuan agar profesi notaris dapat berjalan secara profesional dengan 

menjunjung tinggi nilai moral. (Gayo:2020). Organisasi INI memiliki peranan penting dalam 

menegakkan kode etik, melalui Dewan Kehormatan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap 

kode etik notaris, agar tidak ada notaris yang melanggat ketentuan hukum, melanggar kode etik, serta 

penyalahgunaan wewenang. 

Terlihat dengan dibentuknya Kode Etik INI dan UUJN, notaris dituntut untuk professional dalam 

memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Selain memberikan jasa konsultasi dan penyuluhan, 

ada banyak aspek yang harus digaris bawahi oleh notaris dalam bertugas seperti keramahan notaris 

dalam melayani para pihak yang menghadap.(Yusticia: ) 

Penelitian dalam Artikel ini yaitu berjudul “Penerapan etika Profesi Oleh Notaris Dalam 

Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien”. Memperhatikan etika profesi dalam memberikan 

pelayanan jasa kepada masyarakat, hal ini dikarenakan adanya kode etik notaris, dalam memberikan 
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pelayanan notaris harus mandiri, jujur serta tidak memihak kepada siapapun. Namun masih banyak 

notaris yang melanggar kode etik notaris dalam betugas. Hal inilah yang menjadi alasan terbentuknya 

Majelis Kehormatan Notaris atau Dewan Kehormatan. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan etika profesi oleh notaris 

dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien? 

Penelitain ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal ini dikarena penelitina ini memperkuat 

argumentasi dan teori dengan memperhatiakn beberapa evaluasi dari penelitian sebelumnya. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan etika profesi oleh notaris dalam 

memberikan pelayanan jasa kepada klien. Tujuan ini mencakup berbagai etika yang harus 

dipraktekkan oeh notaris dalam memebrikan pelayanan jasa. 

2. METODE 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka, yaitu mengkaji penyalahgunaan 

keadaan dalam perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir dengan menelusuri literature pustaka 

yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Pendekatan normative yaitu melihat fenomena rentenir 

dari aspek norma dan pendekatan yuridis yaitu mengkaji fenomena perjanjian pinjam meminjam uang 

oleh rentenir ini dari tinjauan hukum positif. 

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif sebagai pendekatan utama dalam penelitian 

ini. Metode kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara 

komprehensif dengan menganalisis akar permasalahan, tidak hanya sekadar membahas fenomena 

yang tampak secara permukaan. Hal ini merupakan panduan utama yang dijelaskan oleh Nasution 

pada tahun 2023 (Nasution 2023). Dalam konteks persoalan sesama Notaris, persoalan para pihak yang 

tidak mempunyai kesepahaman dan kesepakatan dalam pembuatan perjanjian, bahkan sampai kepada 

persoalan hubungan kerja sama dengan pihak terkait sebgai mitra kerja notaris. Jika persoalan tersebut 

tidak disikapi secara bijaksana (di luar koridor hukum) oleh Notaris, maka akan muncul anggapan 

bahwa Notaris hanya tukang pembuat akta.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dititik beratkan pada 

data sekunder yang bersifat publik. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah meliputi : Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undagan yang terkait 

dengan topik pembahasan penelitian ini, antara lain: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap kreditur 

dan debitur terletak pada tanggung jawabnya, Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan. Bahan hukum Sekunder yaitu menggunakan buku-buku, artikel ilmiah, majalah hukum 

yang terkait dengan permasalahan. (Syahrum, 2022:3) 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien 

Dalam praktek hukum, notaris merupakan suatu profesi yang sangatlah penting, mengingat 

notaris mempunyai kewenangan dan tugas menyediakan jasa untuk membuat suatu akta autentik. 

Akta autentik yang dibuat secara tertulis oleh notaris menjadi beban tanggung jawabnya atas segala 

perbuatan hukum yang mucul dari akta tersebut. (Marbun:2020) Maka dari itu, notaris harus 

bepedoman kepada Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam bekerja 

melaksanakan tugasnya. 

Sebagai profesi yang menyediakan layanan jasa hukum, notaris berperan dalam menjamin 

kepastian perlindungan hukum bagi kliennya. Dalam menjamin kepastian tersebut, notaris juga 

dituntut untuk bertanggung jawab atas akibat hukum dari produk hukum yang dibuatnya.  Namun 

notaris juga menempati posisi sebagai pejabat umum, yang dimana notaris tidak mengutamakan 

kepentingan pribadi dalam memberikan jasa, akan tetapi lebih mementingkan kebutuhan dan 

kepentingan kliennya. (Darus:2017) 

Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang notaris dalam memberikan pelayan jasa kepada 

kliennya yaitu profesionalisme. Dengan keprofesionalismenya, notaris tentunya harus bekerja dengan 

disertai rasa tanggung jawab, mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi, dan 

bersikap adil tanpa memandang kondisi klien agar bisa menjaga harkat dan martabatnya sebagai 

pejabat umum serta menciptakan kepastian hukum dari produk yang dibuatnya. (Handayani:2018) 

Selain sikap profesionalismenya, notaris juga harus menggunakan hati nurani dalam bertugas 

menyediakan layanan jasa hukum kepada kliennya. 

Dalam menjalankan tugasnya, menurut Pasal 16 Ayat (1) UUJN terdapat beberapa kewajiban yang 

harus dilakukan oleh notaris, yaitu sebagai berikut: 

1. Bersikap amanah, saksama, jujur, tidak berpihak, mandiri, serta menjaga kepentingan pihak yang 

terkait dalam perbuatan hukum; 

2. Menyimpan Minuta Akta untuk protokol notaris; 

3. Meletakkan dokumen serta sidik jari di Minuta Akta; 

4. Mengeluarkan Salinan Akta; 

5. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan Undang-Undang; 

6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat; 

7. Menjilid akta yang dibuat dalam satu bulan. 

8. Membuat daftar akta protes; 

9. Membuat daftar akta wasiat; 

10. Mengirimkan daftar akta wasiat; 
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11. Mencatat repertorium daftar wasiat setiap akhir bulan; 

12. Mempunyai cap atau stempel; 

13. Membacakan akta dihadapan 2 (dua) orang saksi; 

14. Menerima magang calon notaris. 

Sebaliknya jika notaris melakukan perbuatan tercela saat bertugas, misalnya memalsukan data 

klien, dalam isi akta yang dibuat memihak kepada salah satu pihak klien, dan memberikan informasi 

bohong kepada klien, tentunya hal ini akan menjadi sinyal bahaya bagi karir notaris tersebut. Klien 

dapat melaporkan perbuatan itu kepada Dewan Kehormatan agar notaris tersebut dapat dikenakan 

sanksi kode etik notaris sesuai pelanggaran yang dilakukan. Bahkan klien juga bisa melaporkan 

tindakan perbuatan tercela yang dilakukan oleh notaris tersebut kepada pihak kepolisian, agar notaris 

tersebut dapat dihukum pidana. Oleh karena itu, perilaku notaris dalam bertugas wajib berlandaskan 

kode etik notaris. (Marbun).  

Menurut Pasal 17 ayat (1) UUJN menyatakan dengan jelas larangan-larangan yang tidak boleh 

dilakukan oleh notaris yaitu sebagai berikut: 

1. Bertugas diluar wilayah kerjanya; 

2. Meninggalkan wilayah kerjanya tanpa alasan lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut; 

3. Merangkap menjadi PNS; 

4. Merangkap menjadi pejabat negara; 

5. Merangkap menjadi advokat 

6. Merangkap menjadi pemimpin BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta; 

7. Merangkap menjadi PPAT atau Pejabat Lelang diluar wilayah kerjanya; 

8. Menjadi notaris pengganti; 

9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentang dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan. 

Namun apabila notaris tetap melanggar larangan yang sudah dijelaskan secara jelas dalam UUJN, 

maka menurut Pasal 17 ayat (2) UUJN terdapat beberapa sanksi yaitu sebagai berikut: 

1. Peringatan secara tertulis;  

2. Pemberhentian tugas sementara;  

3. Pemberhentian dengan hormat;  

4. Pemberhentian tidak dengan hormat. 

Dari uraian diatas, maka penegakan kode etik notaris sangatlah penting. Hal ini dikarenakan 

penegakan kode etik notaris menjadi salah satu acuan utam dalam menjaga komitmen serta integritas 

seorang notaris. Penegakkan kode etik merupakan penerapan yang kuat dalam menjalankan prinsip 

kepatuhan terhadap ketentuan yang menyangkut etika profesi. Keseluruhan inilah yang dapat 

mempertahankan dan menjaga kualitas intelektual seorang notaris agar dapat memberikan yang 
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terbaik dalam melayani kliennya. (Habib Adjie: 2016) 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, telihat bahwa Kode Etik notaris tunduk pada UU Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 Mengenai Jabatan Notaris dan peraturan 

pelaksanana lainnya. Notaris berada dalam suatu wadah organisasi yaitu INI. Sebgai suatu profesi yang 

memiliki suatu kode etik, notaris berada dibawah pengawasan Kementrian Hukum dan HAM yang 

pelksanaan pengawasannya didelegasikan kepada Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Baik 

Majelis Pnegawas dan Majelis Kehormatan dibentuk secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota, 

provinsi, dan ibu kota. Sehingga dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada klien, notaris harus 

bersikap berdasarkan etika profesinya. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan harus bersikap 

amanah, saksama, mandiri, jujur, profesional, tidak memihak, dan independen. Hal tersebut sesuai 

dengan Pasal 16 Ayat (1) UUJN. Notaris dituntut untuk menggunakan hati nuraninya dalam 

memberikan pelayanan jasa kepada klien agar harkat serta martabatnya sebagai seorang notaris tetap 

terjaga. Kode etik notaris. 

Bagi Notaris, penulis menyarankan agar di dalam menjalankan profesi dan jabatannya sebagai 

pejabat public diharapkan memahami dan mematuhi ketentua dan peraturan perundang-undangan 

Kode Etik yang ditetapkan dan bagi masyarkat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan karena adanya 

pelanggaran Kode Etik Notaris diharapkan untuk tidak segan-segan melaporkan hal tersebut kepada 

pihak terkait dalam hal ini adalah Dewasan Kehormatan Notaris dan juga Majelis Pengawas Notaris. 
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